
3. Undang-Undang ... 

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (3) 
Peraturan Oaerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Oaerah Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah dan ketentuan Pasal 23 ayat (3) 
Peraturan Oaerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 
maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali 
tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 
Administratif Pajak Daerah; 

!. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentuka.n Oaerah-Oaerah Kabupaten Oalam 
Lingkungan Propinsi Ojawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
RepubJik Indonesia Tahun J 983 Nomor 49, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir denga.n 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999); 

BUPATI BOYOLALI, 

OENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN 
SANKS! ADMINlSTRATIF PAJAK OAERAH 

PERATURAN BUPATI BOYOLAL! 
NOMOR '-<> TAHUN 2018 

BUPATI BOYOLALI 
PROVINS! JAWA TENGAH 

Mcngingat 

Menimbang 



11. Peraturan Oaerah .. r:/ 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Oaerah dan Retnl>usi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleb Wajib 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 

10. Peraturan Oaerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupatcn Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, 
Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
93) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Daerab 
Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Perubaban Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Oaerah Kabupaten Boyolali Nomor 173); 
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4. Badan Keuangan ... ( 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Boyol.a.li. 

2. Bupati adalah Bupati Boyolali. 
3. Pemerintah Daerah adalab Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintshan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG TATA CARA 
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! 
ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyol.a.li Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 118) sebagaimana telah 
dlubah dengan Peraturan Daerab Kabupaten Boyolali 
Nomor 8 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Oaerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Boyolali Tahuo 2018 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor213); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Oaerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 134); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahuo 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyol.ali Nomorl83); 

14. Peratu.ran Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakbir dengan 
Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republllc 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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BABil ... 
.; 

4. Badan Keuangan Oaerah selanjutnya disingkat BKD adalah Sadan 
Keuangan Oaerah Kabupaten Boyolali. 

5. Kepala BKD adalah Kepala Sadan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa be.rdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hale dan 
kewajiban perPajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di bidang perPajakan. 

8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati Boyolali paling lama 3 
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu] tahun kalender, 
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun kalender. 

10. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan 
daerah. 

1 l . Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SK.PD adalah 
surat ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah pokok Pajak 
yang terutang. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnyajumlah 
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih barus 
dibayar. 

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 

14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjumya disingkat STPD adalah surat 
untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/ atau denda. 

15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang sela.njutnya dlsingkat. SSPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Oaerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 
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Bagian Kedua ---..; 

Kepala BKD atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabataonya dapat 
mengurangkan atau menghapuskan sanksi adroinistratif berupa bunga, denda 
dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang·undangan 
perpajakan daerah, dalam ha! sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 
Umum 

BABIV 
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN 

SANKS! ADMINISTRATIF 

Bupati mendelegasikao kewenangan pemberian pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif kepada Kepala BKD. 

Pasal 3 

BAB 111 
PENDELEOASIAN KEWENANOAN 

( 1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratii Pajak. 

(2) Jenis Pajak da1am Peraturan Bupati ini terdiri atas: 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
1. Pajak Sarang Burung Walet; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

(3) Peraruran Bupati ini bertujuan untuk: 
a. meningkatkan realisasi pendapatan daerah; 
b. meningkatkan pelayanan dan menyesuaikao dengan perkembangan 

teknologi informasi; dan 
c. meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar utang 

pajaknya. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 
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(3) Koodisi ... Y 

(1) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 ayat (1) 
huruf a, dalam ha! Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi 
tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan san.ksi 
administratif. 

(2) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dalam hal Wajib Pajak orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan 
dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak dalam 
keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter rumah sakit, 

Paragraf2 
Kekhilafan Wajib Pajak 

Pasal6 

(1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak berupa bunga, 
denda dan kenaikan pajak yang terutang dilakukan terhadap: 
a. kekhilafan Wajib Pajak; atau 
b. bukan karena kesalahan Wajib Pajak. 

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaiman.a. 
dimaksud pada ayat ( 1), diberikan terhadap sanksi admioistratif yang 
tercantum dalarn STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKB1'. 

(3) Peogurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), dapat diberikao berdasarkan pennohonan Wajib 
Pajak. 

(4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak 
Daerah sebagaimaoa dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan dalam 
hal: 
a. Wajib Pajak sedang melakukan upaya hukum perpajakan; 
b. bunga yang dikenakan atas surat keputusan angsuran dan/ atau 

penundaan pembayaran; atau 
c. kekhilafan Wajib Pajak yang terjadi merupakan suatu perbuatan 

pengulangan dalam kurun waktu satu tahun pajak. 
(5) Surat keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

merupakan surat keputusan atas angsuran terhadap SKPD/SPPI'/ 
SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat 
Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali 
Mahkamah Agung. 

Pasa15 

Paragraf I 
Umum 

Bagian Kedua 
Pengurangan a tau Penghapusan Sanksi Ad ministratif 

Atas Permohonan Wajib Pajak 

- 6 - 



c. Wajib Pajak ... r/ 

(1) Bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dirnaksud da1am Pasal 
5 ayat (1) huruf b, dalam hal kesalahan administratif oleh fiskus atau 
keadaan lainnya sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi 
administratif. 

(2} Kesalahan administratif oleh fiskus sebag/1.irnana dimaksud pada ayat (I), 
dalam hal: 
a. keterlambatan petugas pajak dalam menyampaikan STPD, SPPT, SKPD, 

SKPDKB atau SKPDKBT sehingga Wajib Pajak mendapatkan STPD, 
SPPT, SKPO, SKPDKB atau SKPDKBT pada saat atau melewati tanggi,l 
jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah; 

b. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan Pajak Daerah, 
namun keputusan pengurangan diterbitkan pada saat atau setelah 
tanggal jatuh tempo pembayaran; atau 

Pasal 7 

Paragraf3 
Bukan Karena Kesalahan Wajib Pajak - 

(3) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), daJam ha! 
Wajib Pajak orang pribadi memiliki batasan kemampuan keuangan 
sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau 
membayar kewajiban perpajakannya. 

(41 Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakibatkan 
adanya peristiwa sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak pada saat tangga! jatuh tempo mendapat musibah seperti 
mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit yang mengharuskan 
rawat inap di rumah sakit sebingga tidak dapat memenuhi kewajiban 
perpajakan dlbuktikan dengan surat pemyataan dan foto atau surat 
keterangan dokter rumah sakit; 

b. Wajib Pajak sedang berada di luar Indonesia daJam rangka ibadah atau 
pengobatan sejak tanggai penyampaian STPD, SKPD, SKPDKB atau 
SKPDKBT sampai deogan tanggal setelah jatuh tempo pembayaran 
Pajak Daerah dlmana Wajib Pajak tidak memiliki suami/istri dan 
keturunan dan belum terdaftar dalam akun pajak daerah online 
dibuktikan dengan fotokopi paspor dan foto atau surat keterangan 
dokter rumah sakit dengan melampirkan Kartu Keluarga; atau 

c. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan/atau kesulitan 
likuiditas sehingga tidal< dapat memenuhi kewajiban rutin. 

(5) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (4) huruf a dan huruf c dlberikan penghapusan sanksi 
administratif. 

(6) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf b diberikan pengurangan sanksi administratif sebesar SOo/o (lirna 
puluh perseratus). 
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3. percepatan .. t/ 

Pa.sal 8 

(1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara jabatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan menerbitkan 
Keputusan Kepala BKD. 

(2) Penerbitan Keputusan Kepala BKD aebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berdasarkan pada pertimbangan tertentu. 

(3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut: 
a. kepentingan Daerab dalam rangka: 

I. Harl Ulang Tabun Kabupaten Boyolali; 
2. Hari Ulang Tabun Kemerdekaan Republik Indonesia; 

Bagian Ketiga 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif 

Secara Jabatan 

(4) Keadaan lainnya sebagaimana climaksud pada ayat (1), da)am bal: 
a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia da)am tenggang waktu 30 

(tiga puluh) hari sebelum dan saat jatub tempo pembayaran Pajak 
Daerah diaj ukan oleh ahli waris; 

b. Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
sedang mengalami gugatan perkara tanab di pengadilan; 

c. Objek Pajak dalam keadaan disita oleb instansi yang betwenang, yang 
dibuktikan deogan surat penyitaan: 

d. Wajib Pajak yang d.ikenai sanksi administratif karena keadaan yang 
disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak 
antara lain dalam hal terjadi gaga! teknologi; 

e. Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang dikenai sanksi 
administratif mengalami force maieure berupa musibah seperti terkena 
bencana slam, kebakaran, banjir besar, huru-hara/kerusuhan massal, 
atau kejadian luar biasa lainnya dibuktikan dengan surat keterangan 
dari Instansi yang berwenang; atau 

f. Objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
secara fisik telah digunakan sebagai prasarana lingkungan, fasilitas 
umum dan fasilitas sosial. 

(5) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif karena keadaan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diberikan penghapusan sanksi administratif. 

c. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif karena kesalahan BKD 
dalam ha! kesalahan tulis dan/atau kesalaban hitung dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah, 

(3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi adminiscratif karena kesalahan administratif oleh 
fiskus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghapusan sanksi 
administratif. 
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(2) Dalam hal .. f 

Pasal 10 
(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi ad.ministratif yang 

tidak memenuh.i ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat 
dipertimbangkan. 

pengurangan atau penghapusan sanksi 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harus 

(1) Pengajuan pern,.ohonan 
administratif sebagaimana 
memenuhi ketentuan: 
a. surat perrnohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia, paling sedikit 

memuat: 
1. nama dan alamat Wajib Pajak; 
2. jenis pajak; 
3. jumlah sanksi administratif; 
4. besar pengurang,an yang dimohon; dan 
5. alasan yang mendasari diajukannya permohonan. 

b. surat permohonan disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 
sejak ditetapkannya STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT 
kepada Kepala BKD kecuali Wajib Pajak dapat menunjnkkkan bahwa 
dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan 
dtluar kekuasaarmya; dan 

c. surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak, dalam ha! surat 
perrnohonan bukan ditandarangani oleh Wajib Pajak, harus 
dilampirkan Surat Kuasa. 

(2) Wajib Pajak harus melampirkan persyaratan sebagai berikut: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan kuasanyajika dikuasakan; 
b. surat kuasa jika dikuasakan; 
c. fotokopi STPD; 
d. fotokopi SKPD, SPPT PBB-P2, SKPDKB atau SKPDKBT; 
e. fotokopi bukti pembayaran pokok pajak; 
f. surat pernyataan yang berisi alasan kekbilafan Wajib Pajak; dan 
g. bukti surat, petunjuk atau keterangan lainnya yang membuktika.n 

adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. 

Pasal 9 

BABY 
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENOAJUAN PERMOHONAN 

PENOURANGAN ATAU PENOHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATrF 

3. percepatan target pendapatan pada akhir tahun; dan/atau 
4. mendukung program strategis Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah. 

b. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib 
Pajak dalam ha! tertib administratif pembayaran; dan/atau 

c. kepentingan sosial kemanusiaan. 
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BAB vu .. / 

Pasal 12 

Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan sanksi administratif, tidak dapat 
diberikan penghapusan sanksi administratif. 

(I) Pennohonan Wajib Pajak atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selanjutnya dilakukan kegiatan 
penelitian administratif atau penelltian lapangan apabila diperlukan oleh 
KepalaBKD. 

(2) Berdasarkan basil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
ditindaklanjuti deogan menerbitkan Keputusan Kepala BKD. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima 
seluruhnya, menolak atau menerima sebagian. 

(4) Kepala BKD dalam jangka waktu 3 ltiga) bulan sejak permohonan 
di.nyatakan lengkap, wajib memberi keputusan atas pennohonan Wajib 
Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. 

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah 
terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, maka pennohonan 
pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai 
dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan terhitung scjak jangka waktu dimaksud berakhir dengan tetap 
melakukan kegiatan penelitian. 

Pasal 11 

BABY! 
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN 

ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIF 

(21 Dalam ha! permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala BKD dalam jangka waktu 10 (scpuluh) hari kerja sejak 
tanggal diterimanya permohonan, harus memberikan jawaba.n secara 
tertulis dengan memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan 
yang mendasari kepada Wajib Pajak atau Kuasanyajika dikuasakan. 

(3) Dalam ha! permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan pennohonan kembali 
sepanjang memenuhi persya.ratan sebagaimana di-maksud dalam Pasa.l 8. 
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Pembina 
NIP. 19671102 199403 2 009 

TINJNGSIH AGNESS 

KEPALA BAGJAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOlALI, 

Salman sesuai dengan aslinya 

BERlTA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR "'{ 

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 1- -.,,1:,e,r2018 

Pj. SEKRETARJS DAERAH 
KABUPA N BOYOLALI 

nistrasi Umum, 

I SENO SAMODRO 

BUPATI BOYOLALI~ 

- \ • ..e,t - 

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal '> - 2018 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Boyolali. 

Pasal 13 

BAB VU 
KETENTUANPENUTUP 
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